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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
(UU PDP) hadir sebagai respons atas meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di
Indonesia, termasuk insiden PT Tokopedia pada tahun 2020 yang merugikan 91 juta
pengguna. Sebelum UU PDP berlaku, tidak ada ketentuan pidana yang secara spesifik
mengatur pemrosesan data tanpa persetujuan atau pengungkapan data secara melawan
hukum, sehingga kasus kebocoran data hanya dapat diajukan melalui gugatan perdata.
Namun, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.JKkt.Pst
justru menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dengan alasan
kompetensi absolut, sehingga korban kehilangan akses keadilan. Hal ini menimbulkan
masalah hukum mengenai bagaimana seharusnya pengaturan tindak pidana
perlindungan data pribadi dalam UU PDP, bagaimana bentuk pertanggungjawaban
pidana korporasi, serta bagaimana implikasi UU PDP terhadap putusan a quo.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan
digunakan untuk menafsirkan Pasal 67 sampai dengan Pasal 80 UU PDP, sementara
pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis Putusan PN Jakpus Nomor
235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah
mengatur tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda
Rp6 miliar untuk perorangan serta pemberatan 10 kali lipat untuk korporasi, namun
memiliki dua kelemahan fatal yaitu ketiadaan delik culpa (kealpaan) sehingga kelalaian
tidak dapat dipidana, dan delik aduan absolut yang tidak praktis untuk kasus massal.
Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PDP menganut model
gabungan vicarious liability dan corporate criminal liability, tetapi karena hanya
mengatur delik dolus, PT Tokopedia tidak dapat dipidana jika kebocoran data terjadi
karena kelalaian. Simulasi penerapan UU PDP pada kasus Tokopedia membuktikan
bahwa kelemahan delik culpa tetap menjadi penghalang utama pemidanaan.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan perlunya revisi UU PDP dengan
menambah delik culpa untuk kelalaian berat yang mengakibatkan kebocoran data
massal, mengecualikan kasus massal dari syarat delik aduan, menaikkan batas
maksimal denda untuk korporasi, serta menambahkan jangkauan ekstrateritorial.
Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi
penyempurnaan UU PDP sekaligus menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam
menangani perkara pidana kebocoran data di masa depan.

Kata Kunci : tindak pidana; perlindungan data pribadi; uu pdp; pertanggungjawaban
pidana korporasi; kebocoran data.



ABSTRACT

Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) was
enacted as a response to the increasing number of personal data breach cases in
Indonesia, including the 2020 PT Tokopedia incident that harmed 91 million users.
Prior to the enactment of the PDP Law, there were no specific criminal provisions
regulating data processing without consent or unlawful data disclosure, so data breach
cases could only be filed through civil lawsuits. However, the Central Jakarta District
Court Decision Number 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst declared itself incompetent to
hear the case on grounds of absolute competence, causing victims to lose access to
justice. This raises legal issues regarding how criminal acts of personal data protection
should be regulated under the PDP Law, what form of corporate criminal liability
applies, and what are the implications of the PDP Law on the aforementioned decision.

This research employs normative legal method with a statute approach and a
case approach. The statute approach is used to interpret Articles 67 to 80 of the PDP
Law, while the case approach is applied to analyze the Central Jakarta District Court
Decision Number 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. The results show that the PDP Law
regulates criminal acts with a maximum imprisonment of 6 years and a fine of Rp6
billion for individuals, as well as a 10-fold fine enhancement for corporations.
However, the law has two fatal weaknesses: the absence of culpa (negligence) offenses
meaning negligence cannot be criminalized, and absolute complaint offenses which are
impractical for mass cases. Corporate criminal liability in the PDP Law adopts a
combined model of vicarious liability and corporate criminal liability, but because it
only regulates intentional offenses (dolus), PT Tokopedia cannot be criminally
prosecuted if the data breach occurred due to negligence. A simulation applying the
PDP Law to the Tokopedia case proves that the weakness of the culpa offense remains
the main obstacle to criminal prosecution.

The conclusion of this research indicates the need to revise the PDP Law by
adding culpa offenses for gross negligence resulting in mass data breaches, excluding
mass cases from the complaint offense requirement, increasing the maximum fine for
corporations, and adding extraterritorial reach. Thus, the findings of this study are
expected to contribute to the improvement of the PDP Law while serving as a reference
for law enforcement officials in handling criminal cases of personal data breaches in
the future.

Keywords : criminal acts; personal data protection; pdp Law; corporate criminal
liability; data breach.
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